HUKUM BENDA

Hak Kebendaan


Hak kebendaan yang diatur dalam Buku II BW dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan.

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan memberi jaminan mengenai tanah diatur dalam UUPA.

Ad. 1

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan terdiri dari bezit, hak milik, hak memungut hasil dan hak pakai serta hak mendiami. 

Bezit adalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri.  Unsur bezit yaitu (1) unsur keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda (corpus); (2) unsur kemauan orang yang menguasai benda tersebut untuk memilikinya (animus).  Bezit harus dibedakan dengan detentie yaitu seseorang yang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum antara yang bersangkutan (detentor) dengan pemilik (eigenaar).  Bezit mempunyai dua fungsi yaitu :

a. fungsi polisionil bezit maksudnya bahwa setiap bezit mendapat perlindungan hukum tanpa mempersoalkan siapa pemilik sebenarnya dari benda tersebut, barangsiapa yang merasa haknya diganggu maka ia berhak minta perlindungan penyelesaian dari polisi atau pengadilan.

b. Fungsi zakenrechtelijke/kebendaan bezit maksudnya bahwa setelah bezit berjalan beberapa waktu tanpa adanya protes dari eigenaar sebelumnya maka bezit itu berubah menjadi eigenaar melalui lembaga verjaring.

Bezit dapat diperoleh dengan bantuan orang lain yang telah membezit terlebih dahulu melalui cara traditio/penyerahan artinya dari bezitter lama kepada bezitter baru.  Bezitter yang beritikad baik/te goeder trouw adalah bezitter yang sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasainya benar-benar miliknya, sedangkan bezitter yang beeritikad tidak baik/te kwader trouw adalah bezitter yang mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.  Perlindungan yang diberikan kepada bezitter beritikad baik  tersebut dalam Pasal 548 ayat (1) dan (4) BW sedangkan untuk bezitter yang beritikad tidak baik dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) BW. Pasal-pasal tersebut menentukan :

a. selama tidak ada gugatan mereka dianggap sebagai pemilik sejati;

b. apabila mereka diganggu dalam hal menguasai bendanya, mereka harus dibebaskan dari gangguan itu melalui suatu gugatan yang disebut “bezitactie”, namun gugatan seperti itu jarang dilakukan karena mereka mengganti gugatan tersebut dengan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sesuai Pasal 1365 BW.

Khusus mengenai bezit benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1977  ayat (1) BW yang menyatakan “ terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya” maksudnya barangsiapa yang membezit suatu benda bergerak maka seketika (nol tahun) bebas dari tuntutan pemilik (eigenaar).  Terhadap pasal tersebut timbul beberapa pendapat yang dikenal dengan teorinya yaitu Eigendomstheorie oleh Maijers yang menyatakan bahwa barangsiapa membezit benda bergerak maka ia juga sebagai eigenaar dan Legitimatietheorie oleh Scholten yang menyatakan bahwa barang siapa yang membezit benda bergerak dengan itikad baik maka ia akan amam dan mengesankan sebagai eigenaar.  Pasal 1977 ayat (2) BW merupakan pengecualian dari Pasal 1977 ayat (2) BW sehingga tidak ada perlindungan bagi seseorang yang membezit barang yang diketahui dari hasil curian atau hal lain yang melanggar hukum.


Bezit dapat berakhir karena :

1. bendanya diserahkan sendiri oleh bezitter kepada orang lain;

2. bendanya diambil oleh orang lain dari kekuasaan bezitter dan kemudian satu tahun menikmatinya tanpa ada gangguan dari manapun;

3. bendanya telah dibuang oleh bezitter;

4. tidak diketahui lagi keberadaan benda tersebut;

5. bendanya musnah oleh sebab peristiwa yang luar biasa/karena alam.

Berdasarkan pengertian Pasal 570 BW, hak milik adalah hak kebendaan yang paling sempurna artinya orang yang mempunyai hak milik dapat menggunakan benda miliknya sebebas-bebasnya asal tidak melanggar undang-undang dan hak orang lain.  Dalam perkembangannya, hak milik ini harus mempunyai fungsi sosial, hal ini terlihat dengan adanya Arrest 1855 yang dikenal dengan nama Schoorsteen arrest/arrest cerobong asap dan Krul Arrest, terlebih setelah keluar UUPA dalam Pasal 6 ditentukan bahwa tanah itu mempunyai fungsi sosial.

Cara mendapatkan hak milik tersebut secara limitatif dalam Pasal 584 BW yaitu :

1. Pengambilan/occupatio, yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya (res nullius) seperti binatang buruan di hutan, ikan di sungai, dan lain-lain.

2. Penarikan oleh benda lain/natrekking, yaitu cara memperoleh hak milik dimana benda pokok yang dimiliki sebelumnya bertambah besar atau bertambah banyak seperti pohon berbuah.

3. Lewat waktu/daluwarsa, yaitu cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu.  Apabila ada alas hak yang sah maka daluwarsanya selama 20 tahun, sedangkan bila tidak ada alas hak yang sah maka daluwarsanya selama 30 tahun.  Aquisitieve verjaring adalah alat untuk memperoleh hak milik karena lewatnya waktu sedangkan Extinctieve verjaring adalah alat untuk dibebaskan dari suatu perutangan karena lewatnya waktu.

4. Pewarisan, yaitu cara memperoleh hak milik bagi ahli waris dari boedel warisan pewaris baik menurut undang-undang (ab intestato) maupun menurut wasiat.

5. Penyerahan/levering, yaitu cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut kepada orang yang memperoleh hak milik ini.  Levering benda bergerak yang berwujud dilakukan dengan menyerahkan benda yang dimaksud secara langsung, sedangkan levering benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak piutang dapat dilakukan dengan cara :

a. Atas tunjuk atau atas bawa (aan toonder) berdasarkan Pasal 613 ayat (3) BW yang dilakukan dengan cara menyerahkan surat utang yang dimaksud.

b. Atas nama (op naam) berdasarkan Pasal 613 ayat (1) BW yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau dibawah tangan mengenai pergantian kedudukan orang pihak yang berpiutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.

c. Atas perintah (aan order) berdasarkan Pasal 613 ayat (3) BW yang dilakukan dengan menyerahkan surat itu dengan endossement yaitu pernyataan pengalihan piutang tersebut yang ditulis di belakang di balik surat piutang itu.

Selain yang telah disebutkan di atas , masih terdapat cara memperoleh hak milik di luar ketentuan Pasal 584 BW antara lain :

1. Pembentukan benda (Zaaksvorming) yaitu membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru.

2. Penarikan buahnya (vruchttrekking) yaitu dengan cara menjadi bezitter yang beritikad baik (to goeder trouw) atas suatu benda sehingga dapat menjadi pemilik.

3. Persatuan/pencampuran benda (vereniging).

4. Pencabutan hak (onteigening) yaitu cara memperoleh hak milik bagi penguasa dengan cara pencabutan hak milik tersebut dari seseorang/beberapa orang biasanya untuk kepentingan umum.

5. Perampasan (verbeurdverklaring) yaitu cara memperoleh hak milik bagi penguasa dengan cara merampas hak milik atas suatu benda kepunyaan terpidana.

6. Pembubaran suatu badan hukum, sehingga anggota badan hukum itu akan mendapat bagian dari harta kekayaan badan hukum tersebut.

Hapusnya hak milik dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Karena orang lain memperoleh hak milik tersebut dengan salah satu cara yang telah disebutkan di atas.

2. Karena musnahnya benda yang dimiliki.

3. Karena pemilik melepaskan benda yang dimilikinya dengan maksud untuk melepaskan hak miliknya.

Hak memungut hasil (vruchtgebruik)  adalah hak menarik hasil dari benda orang lain seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban tetap menjaga agar benda itu tetap seperti semula.  Benda yang dibebani hak ini adalah benda berwujud yang tetap ada baik bergerak maupun tidak bergerak.  Berdasarkan Pasal 757 BW hak memungut hasil dapat juga membebani benda yang dapat habis (musnah) dengan ketentuan bahwa pemegang hak harus mengembalikan benda tersebut seperti semula baik dalam jumlah, keadaan, maupun harganya atau dengan cara menentukan harga barang tersebut yang disepakati pada saat perjanjian memungut hasil dilakukan.  Benda yang tidak berwujud seperti piutang dapat juga dibebani oleh hak memungut hasil sesuai ketentuan Pasal 763 BW.  Hak memungut hasil dapat hapus karena :

1. Meninggalnya pemegang hak.

2. Habisnya waktu hak memungut hasil.

3. Berubahnya pemegang hak menjadi pemilik.

4. Pemegang hak melepaskan hak memungut hasil itu.

5. Daluwarsa yaitu apabila pemegang hak tidak menggunakan hak tersebut selama 30 tahun.

6. Musnahnya benda yang dibebani hak memungut hasil ini.

Hak pakai dan hak mendiami merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnyasama seperti hak memungut hasil.  Hak pakai dan hak mendiami ini diatur oleh Pasal 818-829 BW.

Ad.2

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan diatur dalam BW adalah gadai untuk benda bergerak, hipotik untuk benda tidak bergerak (sekarang diubah menjadi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga semua ketentuan mengenai hipotik sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku lagi), credietverband untuk benda tidak bergerak yang dapat dilakukan oleh orang Indonesia asli/pribumi.  Perjanjian pemberian jaminan sebagaimana disebutkan di atas merupakan perjanjian tambahan (accesoir) terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian peminjaman uang.

Gadai  adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak  yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran  dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas penjualan benda (Pasal 1150 BW).  Objek gadai adalah benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud seperti surat-surat berharga.  Subjek gadai adalah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta berhak untuk mengasingkan (menjual, menukar, menghibahkan dan lain-lain) benda tersebut.  Apabila ternyata diketahui bahwa pemberi gadai adalah orang yang tidak berhak untuk mengasingkan benda itu maka gadai tidak dapat dibatalkan asal penerima gadai benar-benar mengira bahwa pemberi gadai adalah orang yang berhak mengasingkan benda tersebut.  Gadai dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemberi dan penerima gadai disertai penyerahan benda yang dijadikan objek gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai.  Dalam prakteknya banyak orang yang mempergunakan suatu bentuk jaminan yang disebut Fiducia Eigendoms Overdracht (FEO)  yaitu jaminan yang diberikan berdasarkan kepercayaan dari pihak kreditur kepada pihak debitur.  Gadai dapat hapus karena :

1. Hapusnya perjanjian peminjaman uang.

2. Perintah pengembalian barang yang digadaikan karena disalahgunakan oleh pemegang gadai.

3. Benda yang digadaikan dikembalikan karena kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai.

4. Pemegang gadai karena suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan itu.

5. Dieksekusi oleh pemegang gadai.

6. Lenyapnya benda yang digadaikan.

7. Hilangnya benda yang digadaikan.

Hak Tanggungan merupakan cara untuk menjamin suatu utang dengan benda tidak bergerak seperti tanah.  Ketentuan mengenai hak tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga semua ketentuan mengenai hipotik sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini menjadi tidak berlaku lagi.

Credietverband adalah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang memberi wewenang kepada yang berhak untuk mengambil pergantian dari benda-benda itu untuk pelunasan piutangnya.  Sekarang lembaga tersebut tidak digunakan lagi setelah adanya unifikasi hukum agraria berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
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